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PRAKATA
(Edisi Revisi Ke-2)

Setelah melewati tiga tahun — dari Edisi Revisi tahun 2016, penulis
merasa buku Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) perlu ada
penambahan perbincangan atau diskusi. Oleh karena itu, disela-sela
waktu yang serba terbbatas penambahan bab yang dimaksud berhasil
ditulis dan dielaborasi pada Bab 6 dan Bab 9 buku ini. Pada Bab 6,
penulis membahas mengenai policy network sebagai bagian penting
dalam policy-making process. Sementara pada Bab 9, penulis
membahas serba sedikit mengenai metode penelitian kebijakan — yang
kerap ditanyakan oleh mahasiswa, “Apakah metode kebijakan publik
sama dengan metode penelitian lainnya?” Untuk menjawab hal
tersebut agar tidak menjawabnya ebrulang-ulang, maka pada
kesempatan ini penulis tambahkan bahasan mengenai metoide
penelitian kebijakan pada Bab 9. Sebagai catatan, metode penelitian
yang dimaksud baru mengarah pada metode penelitian yang
berpendekatan kualitatif. Penulis belum mempunyai kesempatan
untuk menuliskan metode penelitian kebijakan berpendekatan
kuantitatif — mudah-mudahan hal itu dapat diwujudkan dalam waktu
terdekat.

Khusus Bab 6, penulis mengucapkan banyak terimakasih pada
Dr. (Cand.) Auradian Marta yang telah banyak membantu penulis
untuk meneroka tentang policy network. Tanpa bantuannya, bab ini
tidak akan pernah tersaji seperti yang tergelar dalam buku ini.

Akhir sekali, buku ini merupakan perjalanan intelektual
penulis dalam mengeksplorasi teori dan konsep studi kebijakan
publik. Oleh karenanya, akan banyak kekurangan dan kelemahan
dalam penjelasan ataupun elaborasi buku ini. Meski begitu,
setidaknya, bagi pemula (studi kebijakan pubblik) buku ini dapat
menjadi “penuntun jalan” awal sebelum Dewan Pembaca




menerokanya lebih lanjut. Semoga buku Dasar-dasar Kebijakan
Publik (Edisi Revisi ke-3) yang berada digenggaman Dewan Pembaca
yang terhormat dapat bermanfaat untuk menjelaskan konsep dan teori
dasar kebijakan publik.  Akhir sekali, selamat membaca dan
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BAB 1
KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor
pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan
solusinya. Tidak hanya itu. Kebijakan publik kerap pula menyertakan
partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik.
Namun, tidak jarang kebijakan merupakan hasil ‘karya’ yang bersifat
tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik
yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat Zop-down.
Ini bukan berarti di negara-negara bersistem demokrasi, kebijakan
tertutup tidak terjadi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para
aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan
yang bersifat sempit untuk merepresentasikan kepentingan golongan,
agama atau kepentingan politik tertentu saja. Akibatnya, kebijakan
menjadi tidak bersifat publik lagi, meskipun terkadang harus
dilaksanakan secara luas. Ini karena keputusan yang dihasilkan hanya
mewadahi kepentingan segelintir orang saja.

Oleh sebab itu, untuk memahami kebijakan pubik yang
bersifat publik dan merepresentasikan kepentingan banyak warga,
maka bab ini akan mendiskusikan beberapa perkara penting terkait
tentang kebijakan publik. Antaranya pertama, beberapa pertimbangan
mempelajari  kebijakan publik. Perbincangan pada bagian ini
menitikberatkan pada alasan mengapa atau seberapa pentingkah kita
mempelajari kebijakan publik. Kedua, menakrif ulang arti kebijakan
publik. Ketiga, mempelajari tipologi dan sifat kebijakan publik.

PERTIMBANGAN MEMPELAJARI KEBIJAKAN PUBLIK

Saat ini ramai orang yang mengamati, memperhatikan, dan
mempelajari kebijakan publik. Ini karena manfaat yang diberikan oleh
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kebijakan tidak dapat dipungkiri lagi. Tidak ada satupun masalah,
gejala, atau fenomena yang bersifat publik yang tidak diselesaikan
oleh kebijakan. Tapi, tidak boleh disalahkan juga apabila masih ada
sekelompok orang yang apatis dengan kebijakan publik. Hal ini bisa
saja terjadi karena sekelompok orang itu menilai kebijakan publik
sebagai keputusan yang bersifat politik belaka—mementingkan
kelompok, golongan, atau partai tertentu saja. Oleh sebab itulah,
mereka apatis dengan kebijakan yang diformulasi oleh pemerintah.

Ini bisa dicontohkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia
yang melakukan penyatuan partai politik pada tahun 1973. Pada masa
itu, 10 partai politik yang ada disederhanakan menjadi 3 partai politik
(ada beberapa masyarakat menyatakan Golongan Karya bukanlah
partai politik sehingga yang ada adalah 2 partai dengan 1 golongan).
Keputusan tersebut tentu saja menuai kecaman dan tentangan dari
pelbagai pihak. Namun masalahnya, rejim Orde Baru telah mengambil
keputusan politik yang harus dilaksanakan. Akibatnya, elit dan
anggota partai politik yang telah difusikan menerima keputusan
tersebut sebagai kebijakan yang tidak bisa ditawar-tawar kendati
keputusan tersebut merugikan mereka. Selepas penyatuan itu, semakin
banyaklah aktivis politik yang apatis terhadap kebijakan rejim Orde
Baru.

Merujuk pada contoh di atas, dapatlah disimpulkan bahwa
kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah (dalam hal ini rejim
Orde Baru) tidak selalu mendapat dukungan. Malah terkadang dikritik
atau bahkan ditentang. Untuk memahami lebih lanjut mengenai alasan
mengapa kita perlu mempelajari kebijakan publik, maka uraian James
E. Anderson (1990) dan Thomas R. Dye (1992) perlu dikutip dalam
bahasan ini. Menurut mereka, setidaknya ada tiga alasan yang
melatarbelakangi mempelajari kebijakan publik.

Pertama, pertimbangan ilmiah (scientific reasons). Kebijakan
publik, menurut Anderson (1990), Dye (1992), juga Moran, Rein, &
Goodin (2006), dipelajari dalam rangka untuk menambah
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ‘proses kebijakan.” Apa
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yang dimaksud dengan ‘proses kebijakan’? Proses kebijakan adalah
serangkaian alur yang perlu dilalui untuk memahami gejala atau
fenomena yang perlu diselesaikan oleh sebuah atau lebih kebijakan
publik. Dalam arti kata lain, proses kebijakan meliputi asal atau akar
masalah, proses menyelesaikan masalah, perkembangan setelah
masalah disikapi, dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah bagi
masyarakat. Alur ini pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman
kita mengenai struktur masalah yang sejati. Ia juga meliputi penemuan
atas kejanggalan sistem politik, sistem sosial ataupun sistem budaya
yang amat mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik
sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan
sebagai variabel dependen manakala perhatian kebijakan tertuju pada
faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau
menentukan konten kebijakan. Misalnya, sejauh manakah kebijakan
dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-
kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam
masyarakat dan instansi pemerintah? Bagaimanakah urbanisasi dan

- pendapatan nasional dapat mempengaruhi isi kebijakan? Sedangkan

kebijakan publik dipandang sebagai variabel independen ketika
kebijakan berdampak terhadap sistem politik dan lingkungan
sekitarnya. Sebagai contoh, apakah kebijakan partai politik
mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap sistem politik? Sejauh
manakah dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warga?

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan perlu dipelajari dalam rangka memperluas wawasan dan
khazanah pengetahuan manusia. Ia tidak terlalu peduli apakah
kebijakan tersebut berimpak positif atau negatif. Yang terpenting
dalam konteks ini adalah bagaimana orang mempelajari kebijakan
memahami alur, cara, langkah ataupun metode yang diambil oleh
rejim pembuat kebijakan dalam menyelesaikan fenomena atau
masalah yang ada. Wujudnya impak negatif (maupun positif)
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merupakan ‘bonus pelajaran’ bagi mereka yang mempelajari
kebijakan publik.

Kedua, pertimbangan profesional (professional reasons). Don
K. Price (1965) memberikan penjelasan menarik mengenai hal ini.
Menurutnya, terdapat perbedaan prinsip antara kepentingan
pengetahuan  (scientific-estate) dan kepentingan profesional
(professional-estate). Beliau sama sekali tidak menyangkal
pentingnya scientific-estate (mempelajari kebijakan untuk keperluan
ilmu dan pengetahuan). Namun, sekadar mempelajari kebijakan dan
berhenti pada pemerkayaan khazanah ilmu, urainya, menjadi kurang
arif. Ini karena masalah atau fenomena yang telah dipelajari dan
diketahui akar masalahnya, haruslah segera diambil tindakan untuk
menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, pengetahuan dari keilmuan
itulah yang kemudiannya perlu diterapkan dalam kehidupan nyata
terutama dalam memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam
bahasa sederhana, scientific-estate digunakan sebagai landasan untuk
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kata lain,
temuan para ilmuwan dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan
dalam menyelesaikan masalah, mengantisipasi masalah lain yang
mungkin datang setelah sebuah kebijakan ditetapkan, atau
menterminasi satu kebijakan yang justru merugikan banyak pihak.

Ketiga, pertimbangan politik (political reasons). Kebijakan
publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundzingan dan regulasi
vang dihasilkan oleh keputusan-keputusan politik dapat tepat guna
mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Pertimbangan ini pula yang
membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah
selaku pembuat keputusan politik harus menghasilkan dan
melaksanakan kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang
benar. Sebagai contoh, Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum yang dibuat pernah tidak tepat guna. Alasannya
sederhana karena elit partai politik masih ingin mendapatkan kursi di
parlemen. Pertanyaannya, mengapa UU No. 12 tahun 2003 dianggap
tidak tepat dalam konteks kebijakan publik? Sebab UU tersebut
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memberikan kesempatan kepada kontestan ‘nomor urut jadi’
(setidaknya nomor urut 1 hingga 3) untuk mendapat limpahan suara
dari kontestan lain (yang masih satu partai dengan nomor jadi tersebut)
atas alasan kurangnya Bilangan Pembagi Pembilang (BPP).
Akibatnya, wakil rakyat pada periode tahun 2004-2009 bukan
berdasar pada pilihan mayoritas rakyat, tetapi berdasar limpahan
suara.

Dalam konteks UU No. 12 tahun 2003 di atas, maka
pertimbangan politik untuk mempelajari kebijakan publik menjadi
penting karena acap kali keputusan politik merupakan alat manipulasi
kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan
mempelajari kebijakan publik, diharapkan kita dapat membedakan
kebijakan yang benar-benar bernuansa atau bercorakan kepentingan
rakyat dengan keputusan yang bersifat sesaat (pragmatis).

PENGERTIAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Setelah memahami argumentasi mengenai mengapa kita mesti
mempelajari kebijakan publik, maka hal kedua yang wajib dipahami
dalam mempelajari dasar-dasar kebijakan pubik adalah mengerti
definisi, arti, atau makna mengenai kebijakan publik itu sendiri.
Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi
mengenai kebijakan publik. Ada definisi yang terurai secara panjang
dan ‘ketat,” tetapi ada pula yang pendek dan ‘cair.” Setiap scholars
mempunyai pengertian dan definisinya masing-masing. Kendati
begitu, satu yang pasti, cepat atau lambat para scholars tersebut
merasa perlu untuk mendefinisikan kebijakan publik yang lebih
mampu menyatukan ide-ide mereka. Pendefinisian ini berguna untuk
menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analis
kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan
diskusi dalam ruang politik. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan
dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para scholars
melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara
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tepat. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis mencoba membahas
beberapa definisi kebijakan publik menurut beberapa scholars; di
mana sebelumnya penulis menjelaskan juga mengenai takrifan
‘publik’ untuk memahami mengapa ada kebijakan yang tidak
berorientasi publik secara luas. Untuk memahami hal tersebut, maka
pada bagian awal subbab ini akan menerangkan definsi publik dari
pelbagai perspektif (bdk. Agustino 2006a: 108-116).

Dalam percakapan sehari-hari kata ‘publik’ mempunyai dua
arti yang berbeda. Pertama, public diartikan sebagai negara atau
pemerintah seperti dalam terjemahan public administration menjadi
adminitrasi negara.! Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata
‘umum’ seperti dalam public telephone (telepon umum), public
transportation (transportasi umum), atau public interest (kepentingan
umum). Menurut asal katanya (secara etimologis), istilah publik
merupakan serapan dari bahasa Inggris public, yang juga memiliki dua
makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (the public) yang
berarti the community in general atau part of community having a
particular interest in common (dlm. Agustino 2006a: 109). Kedua,
sebagai kata sifat (public) yang dapat berarti:

. of or concerning people in general atau provided,
especially by central or local govern ent, for the use of
people in general atau of or engaged in affairs,
entertainement, service, etc. of the people atau open or
known to people in general (dlm. Agustino 2006a: 109).

Dari pengertian ini, kata ‘publik’ dalam bahasa Inggris sangat
erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat
atau orang banyak.

'Sehubungan dengan biasnya pemaknaan ‘publik’ seperti tersebut di atas, mungkin
perlu pula diusulkan pembakuan istilah adminitrasi publik untuk mengganti
administrasi negara dengan harapan bahwa kepentingan umum akan menjadi perhatin
utama (main concern) dari adminitrasi publik, baik pada aras konsep maupun pada

tataran praksis, dan bukan kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini
terjadi.
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Sementara itu, dilihat dari aspek sejarah perkembangannya,
pengertian kata public muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari
bahasa Yunani, pubes, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan
fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan
psikologi, pubes—kemudian diistilahkan menjadi puber—dimengerti
sebagai suatu tahapan kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa
transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari
yang awalnya mementingkan diri sendiri {self-centered individuals)
ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar
dirinya. Dalam masa ini, seorang individu mulai berminat untuk
mengerti kehidupan orang lain atau memahami akibat-akibat dari
pelbagai tindakan yang dilakukannya (terhadap orang lain atau
sebaliknya). Kedua, kata public yang juga berasal dari Yunani, koinon,
yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi common yang
menekankan tentang pentingnya suatu hubungan (relationship)
antarindividu.

Merujuk pengertian tersebut di atas, kata publik pertama-tama
dapat dimengerti sebagai benda (things) apabila hal tersebut
menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat
berarti suatu kemampuan (capacity) apabila hal tersebut menyangkut
kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk
berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti
hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat
yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif.
Sehubungan dengan itu, Frederickson dalam bukunya The Spirit of
Public Administration (1997) menjelaskan mengenai lima model
formal yang berkaitan dengan kedudukan konsep publik yang umum
digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk dikaji kembali dalam rangka
merevitalisasi konsep tersebut. Dengan kajian tersebut diharapkan
muncul suatu perspektif baru yang menjadi esensi administrasi publik
modern.

Pertama, perspektif legislatif, the legislative perspective.
Dalam kenyataannya, pemerintah demokratis kerap menggunakan
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sistem perwakilan tidak langsung (representative democracy) dalam
sistem bernegaranya. Seperti juga dalam pandangan perspektif pluralis
(yang akan dibahas kemudian), mengasumsikan bahwa setiap anggota
legislatif diangkat untuk mewakili kepentingan, kebutuhan, dan
tuntutan warga negara atau publik yang direpresentasikannya. Dengan
adanya pengangkatan tersebut mereka memiliki legitimasi untuk
mewujudkan perspektif publik di dalam proses kebijakan publik.
Dengan demikian pejabat-pejabat yang diangkat tersebut dianggap
sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Meskipun
pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap realistik dan
logis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya
disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok dalam arti
publik secara luas seringkali merasa tidak terwakili oleh orang-orang
yang mereka pilih. Akibatnya, representational perspective on the
public dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-
kepentingan publik, baik dalam teori maupun dalam praktik kebijakan
publik di lapangan.

Kedua, perspektif plularis (the pluralist Dperspective),
memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok
kepentingan (interest group). Menurut pendukung perspektif ini,
setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung
satu sama lain dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan
selanjutnya, kelompok-kelompok kepentingan tersebut berinteraksi
dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-
individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.
Pandangan demikian bukalah tanpa kelemahan. Ada beberapa kritik
yang dilontarkan pada kaum pluralis. Paling tidak ada tiga persoalan
yang sering dilontarkan. Kritik pertama, sistem checks and balances
dalam sistem demokrasi yang merupakan model ideal kaum pluralis
sering memperlambat kinerja pemerintahan. Hal tersebut terjadi
karena setiap keputusan yang diambil membutuhkan konsensus dari
pelbagai kelompok kepentingan yang diwakili oleh pemimpin mereka.
Dan ini memakan waktu yang tidak sebentar. Kritik kedua, kaum
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pluralis mengandalkan sistem perwakilan. Mereka mengasumsikan
bahwa setiap kepentingan individu dapat diwakili oleh kelompok yang
biasanya berarti diwakili oleh pemimpin kelompok yang bertindak
untuk dan atas nama publik yang diwakilinya. Perinsip perwakilan
yang demikian, mengundang persoalan, sejauhmana konsep publik,
yakni berbagai kepentingan individu yang bergam dapat dimunculkan
dari suatu sistem perwakilan. Kritik ketiga, berhubungan dengan
masalah efisiensi dan prinsip ekonomi yang merupakan esensi dari
logika costs and benefits dalam kebijakan publik yang ideal.

Pandangan kaum pluralis seperti tertuang di atas sering
dipandang tidak memadai untuk merepresentasikan konsep publik,
karena dalam praktiknya, isu yang diangkat untuk diperjuangkan
seringkali bukanlah merupakan isu yang menjadi perhatian orang
banyak. Melainkan dipilih berdasarkan kepentingan kelompok yang
dominan. Isu-isu yang tidak menguntungkan secara ekonomis atau
politis bagi kelompok tertentu, misalnya, tidak akan muncul k?
permukaan. Sebaliknya masalah yang sebenarnya banyak mengambil
perhatian, seperti: kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan
lainnya tidak menjadi agenda perjuangan para wakil publik karena
tidak menjadi perhatian para wakil kelompok-kelompok kepentingan
tersebut, misalnya. Sementara, isu-isu lain yang sebenarnya lebih
besifat terbatas muncul lebih mengemuka karena hal tersebut
digaungkan oleh kelompok kepentingan dominan (yang memilik?
pengaruh yang kuat) sehingga ‘konsep publik’ dalam perspektif ini
masih sangat sulit untuk diterima dalam arti yang luas.

Ketiga, the public choice perspective; secara umum dapat
dikatakan bahwa perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran
utilitarianisme yang sangat menekankan pada perihal kepentingan
individual. Tradisi permikiran ini tidak terlalu memperhatikan secara
khusus nilai-nilai bersama dalam komunitas, termasuk hal-hal yang
berkaitan dengan etika. Menurut salah satu pendukung utamanya,
Jeremy Bentham (dlm. Leo Agustino 2006a: 112), kepentingan
komunitas hanyalah merupakan penjumlahan dari kepentingan-
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kepentingan individu yang membentuknya. Dalam pemikirannya,
masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak rasional di
mana setiap tindakannya selalu didorong oleh tujuan-tujuan (goal
directed) dan selalu memilih alternatif-alternatif yang paling
menguntungkan bagi dirinya. Pandangan utilitarian ini memandang
publik seolah-olah sebagai konsumen dalam pasar. Dengan kata lain,
perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi
pasar ke dalam sektor publik. Asumsi metodologis utama dari
pandangan ini adalah bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai
tindakan individual yang termotivasi oleh kepentingan yang berbeda-
beda satu dengan yang lainnya. Menurut mereka tugas pemerintah dan
masyarakat adalah menyediakan lingkungan yang stabil sehingga
pilihan-pilihan dapat dilakukan dengan bebas.

Seperti juga pandangan pluralis, the public choice perspective
cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap mereka
yang kurang memiliki hak khusus dalam masyarakat. Jika seseorang
memiliki sarana yang dibutuhkan, termasuk penguasaan informasi,
maka ia akan dengan mudah dapat mengarahkan public choice oleh
opini mereka. Sebagai akibatnya, institusi-institusi pemerintahan yang
demokatis akan sangat tergantung pada dukungan dari mereka yang
diperintah. Namun dalam kenyataannya, publik biasanya tidak akan
bekerjasama dalam melaksanakan keputusan-keputusan sulit terutama
yang membutuhkan pengorbanan, apalagi jika mereka tidak memiliki
kepercayaan pada institusi pemerintahan dan pada pejabat-pejabat
yang diangkat. Implikasinya, usaha penggalian konsep publik dari
perspektif ini pun merupakan suatu keniscayaan.

Keempat, the services-providing perspective, yang
memandang publik sebagai pelanggan (costumer) yang harus dilayani
(hal ini sesuai dengan konsep pelayanan prima yang menganggap
individu sebagai pelanggan). Menurut pandangan ini, street-level
bureaucrats mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari
individu-individu dan kelompok-kelompok. Sampai derajat tertentu
penempatan status individu dan kelompok sebagai costumers dapat
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menggambarkan perspektif publik yang dicitakan. Oleh karena itu,
perspektif ini mengharapkan para pejabat yang berada paling dekat
dengan masyarakat—street-level bureaucrats—diharapkan mampu
menjadi penyokong utama kepentingan mereka. Bahkan para pejabat-
pejabat tersebut diharapkan dapat menggunakan keahlian, pendidikan,
dan pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
publik. Pandangan seperti ini merupakan salah satu ‘pintu’ yang dapat
digunakan untuk menggali kembali konsep publik sebagai titik sentral
dari setiap pelayan yang dilakukan oleh pejabat publik. Akan tetapi
dalam kenyataanya, street-level bureaucrats sebenarnya telah
terorganisir dirinya menjadi kelompok kepentingan tersendiri.
Akibatnya, seperti juga dalam model-model atau perspektif-perspektif
terdahulu, kepentingan pejabatlah yang mengemuka daripada
merepresentasikan kepentingan publik itu sendiri (yang seharusnya
menjadi titik sentral dari setiap pusat pelayanan publik). Oleh itu,
konsep publik dalam perspektif ini pun mempunyai kelemahan yang
substansial.

Kelima, the citizen perspective, merupakan salah satu pusat
perhatian adminsitrasi publik modern. Reformasi administrasi publik
dan reformasi birokrasi di berbagai negara, khususnya di negara-
negara berkembang (termasuk di Indonesia), akhir-akhir ini ditandai
oleh dua tuntutan penting, pertama, tuntutan akan munculnya
pelayanan-pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi melalui
sistem merit (meritokrasi); kedua, tuntutan agar setiap warga negara
diberi informasi yang cukup (well-informed) agar secara umum
masyarakat dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami
konstitusi secara baik. Dalam berbagai literatur, konsep public dapat
diidentikkan dengan konsep masyarakat warga yang merupakan
padanan dari civil society. Sumber kekuatan pendekatan kewargaan ini
terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan
memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama
bagi kebiakan bersama. Kendati demikian, perspektif ini pun tidak
luput dari kelemahannya terutama terletak pada konsepsi tentang
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publik itu sendiri, tapi kelemahan ini lebih terkait dengan tidak

memadainya berbagai kemampuan teknisnya. Pertama, kegagalan ‘
untuk menyadari kompleksitas isu-isu publik; kedua, kebutuhan

mendesak akan keahlian yang memadai untuk memahami isu-isu
publik dan kepemimpinan yang terpercaya. Ketiga, kesulitan untuk
memotivasi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
publik. Namun demikian, sekalipun mengandung beberapa
kelemahan, perspektif ini telah menempatkan konsep publik pada
tempat yang lebih terhormat dan tepat dibandingkan dengan
perspektif-perspektif lainnya.

Merujuk perbincangan di atas, dapat dinilai bahwa masing-
masing perspektif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Secara konseptual, perspektif terakhir (the citizen perspective) lebih
memberikan harapan bagi revitalisasi konsep publik dalam bidang
adminitrasi publik yang sekaligus juga menjadi pijakan bagi
perkembangan kajian kebijakan publik dan manajemen publik.
Menurut Frederickson (1997) ada beberapa prinsip yang dapat
diakomodasi tentang bagaimana konsep publik dapat diperkuat
eksistensinya, baik sebagai ide maupun sebagai suatu seni dalam
praktik. Prinsip pertama, konsep publik harus dibangun melalui
permberdayaan konstitusi. Setiap tindakan pejabat publik harus
berbasis pada konstitusi, artinya, administratur publik harus
mempunyai kompetensi, baik secara teknis maupun secara manajerial,
untuk mengabdi pada masyarakat yang berbasis pada ketetapan
konstitusi. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah kemampuan
pejabat publik untuk menghafal konstitusi pasal-demi-pasal,
melainkan komitmen mereka untuk menjadikan konstitusi sebagai
dasar dari setiap tindakannya. Ini bermakna bahwa keabsahan suatu
pemerintahan terutama dilegitimasi melalui tindakannya untuk
menerima dan menjalankan konstitusi yang berlaku dengan tujuan
pemberdayaan konstitusi dan bukan hanya ditentukan melalui proses
pemilihan yang demokratis. Tindakan pejabat-pejabat pemerintahan
tidak hanya diatur oleh keputusan mayoritas tetapi oleh prinsip yang
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ada di dalam konstitusi. Dengan demikian, tindakan pelecehan
terhadap publik oleh para pejabat pemerintah dapat dihindari.

Prinsip kedua, konsep publik harus berdeilsarkan‘ .pada
pengertian tentang warga negara yang berbudi luhur (vzr'tuos cztzz‘en).
Dalam hal ini perlu disadari bahwa suatu rejim pemerintahan tlc.lak
akan lebih baik dari masyaraklat yang mereka wakili. Oleh karena itu,
untuk melahirkan rejim yang baik perlu dibangun warga negara yang
baik pula yang merupakan sumber dari pemerin-tahan tersebut. Dengan
dasar pemikiran tersebut, dapat diidentifikasi empat kargkter yang
perlu diperhatikan dalam membentuk virtuous citizen., yakm: pertama,
setiap warga negara harus mengerti dokumen ‘pendl.l.’lan negara dan
dapat menerapkan filsafat moral dalam meinali kebgakan-kebu akan
yang dibuat oleh para pejabat; kedua, setiap warga negara diharapkan
mempunyai kesopanan (civility) dalam segala aspeknya., temtaFna
kesabaran (forbearance) dan toleransi (tolerance); ke’uga., .setllag
warga negara seharusnya mempunyai kepercayaa'n bahwa nilai-nilai
yang dianut oleh rejim adalah benar dan tepat, tidak hanyg sesuatu
yang diterima secara mayoritas; dan akhimya,. keempat, setlap v&"a1.rga
negara diharapkan mempunyai tanggung jawab rporalh 1r.1d1‘{¥du
sehingga apabila terdapat situasi kompromi dengan .m%ax-'m%al rejim,
virtuous citizen dapat bertindak mempertahankan nilai-nilai yang ia
anggap benar.

Prinsip ketiga, konsep publik harus didasarkan pada
pembentukan dan usaha mempertahankan sistem dan prosedur unt‘ulf
mendengarkan dan merespon kepentingan publik. Dalam ha_l ini
adminitrasi publik hendaknya tidak hanya terikat pada efisiensi Qan
ckonomis semata, namun juga pada keadilan sosial (social equity)
serta nilai-nilai yang lebih luas dan umum seperti yang telah
disebutkan di bagian sebelumnya.

Prinsip keempat, konsep publik harus di@asarkan pada
kebajikan dan kasih. Jika benar bahwa tujuan pemerintahan adalah
memperluas perlindungan nilai-nilai rejim 'k.epada seluruh warga
negara, maka adminitrasi publik harus memiliki suatu konsep tentang
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publik yang didasarkan pada kebajikan dan kasih sayang. Warga
negara yang baik akan menghargai dan mematuhi hukum sebagai
kepedulian pada kepentingan orang lain seperti pada kepentingan
dirinya sendiri. Mereka juga akan mengusahakan dengan segala
kemampuannya untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat yang
merupakan ‘saudaranya.” Demikian pula rejim yang berkuasa akan
bertindak sama karena mereka adalah penjelmaan publik yang
mendapat amanah yang perlu ditunaikan.

Setelah memahami lima definisi (lima prinsip) publik, penulis
kemudian melanjutkan dengan mentakrifkan kebijakan publik
menurut beberapa scholars. Robert Eyestone, misalnya, dalam
bukunya The Threads of Public Policy (1971: 18) mendefinisi
kebijakan publik sebagai: “... the relationship of governmental unit to
its environment.” Namun, definisi ini masih terlalu luas untuk
dipahami sehingga maknanya menjadi tidak menentu bagi sebagian
besar mahasiswa maupun scholars yang mempelajarinya. “Hubungan
antara unit pemerintah dengan lingkungannya,” menurut Eyestone di
atas dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara.
Padahal dalam lingkup yang nyata, kebijakan publik tidak selalu
menggambarkan keluasan definisi Eyestone itu.

Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: “... what
governments do, why they do it, and what difference it makes” (Dye
1992: 2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan
adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan
untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia,
menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut
menghasilkan sesuatu (what difference it makes). Bahkan dalam sudut
pandang lain, Dye (1992: 2) menulis pula kebijakan publik sebagai:
“Anything a government chooses to do or not to do.” Menurut takrif
ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak
melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Berbeda dengan Dye, kajian klasik Lasswell (1956: 4)
menyatakan kebijakan publik sebagai: “... a project program of goals,
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values, and practices.” Manakala Easton (1965: 212) memaknainya
sebagai: “... the impact of government activity.” Lebih lajut Easton
menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang
dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai
otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah: ... para birokrat senior
(eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya” (Easton 1965:
214). Dari kedua scholars ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan
adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai
tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas.

Definisi lain ditawarkan oleh Friedrich (1969: 79) yang
menuliskan kebijakan sebagai:

.. a proposed course of action of a person, group, or
government  within  givern environment providing
obstacles and opportunities which the policy was
proposed to utilize and overcome in an effort to reach a
goal or realize an objective or a purpose.

Makna kebijakan sebagai ‘serangkaian tindakan atau
kegiatan,” ditambzhkan Friedrich (1969: 80) sebagai upaya yang
selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud
atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah
tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan
melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian
terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich. Bagaimanapun juga,
kebijakan harus menunjukkan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan’
daripada ‘apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan’ pada suatu
masalah.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt
(1973: 465) yang menyatakan:

[K]ebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh
konsistensi dan perngulangan (repetitiveness) tingkah laku
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dari mereka yang membuat danb dari mereka yang
mematuhi keputusan tersebut.

Usaha untuk mentakrifkan kebijakan publik juga dilakukan

oleh William I. Jenkins (1978). Beliau menjelaskan, kebijakan publik:

... a set of interrelated decision taken by political actor or
group of actors cocerning the selection of goals and the
means of achieving them within a specified situation where
those decision should, in principle, be within the power of
those actors to achieve (Jenkins 1978: 4).

. Jenkins memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses,
tidak seperti Dye (1992) yang menilainya sebagai pilihan pemerintah.
Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai
‘serangkaian keputusan yang saling berhubungan.” Dalam kata lain
Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan prose;
pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak
stakeholders.

' Sementara itu, Anderson (1990: 3) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai: “4 purposive course of action followed by an actor or
set of actors in dealing with a problem or matter of concern.” Dalam
bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan
permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Lebih lanjut
menurut Anderson (1990: 3), kebijakan adalah, “... purposive or goal
?i‘ienled action rather than random or change behavior ....” Selain
itu, ..., policy consist of courses or patterns of action by govenmental
officials rather than their separate discrete decision.” Dan, ... policy
is what government actually do in regulating ..., not what they intend
to do or say they are going to do.” Pengertian kebijakan And’erson di
atas, menumt penulis, setidaknya memperkaya definisi kebijakan
yang disampaikan oleh Jenkins (1978). Pertama, dilihat dari aspek
aktor; kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa
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aktor pembuat kebijakan. Malah dalam perbincangan buku ini (dalam
bab-bab lain buku ini lebih dijelaskan), kebijakan seringkali
merupakan hasil dari diskusi panjang para aktor yang melibatkan
peran stakeholders. Justru tidak jarang dari para stakeholders inilah
kebijakan yang terbaik muncul. Kedua, dilihat dari aspek antara ‘aksi
kebijakan’ dan ‘persepsi para pembuat kebijakan.” Dari kedua aspek
inilah definisi Anderson menyempurnakan lagi takrif kebijakan yang
dibuat oleh Jenkins.

Pada level yang berbeda, Theodoulou (1995: 7) menyatakan
kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong
beberapa hal seperti, “... resolving conflict over scarce resources,
regulating behavior, motivating collective action, protecting rights,
and directing benefits toward the public interest.”

Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan
konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku,
melindungi hak-hak dasar, dan lainnya. Ini semua harus dilakukan
oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara.
Wilson (2006: 154) pula menjelaskan kebijakan sebagai:

..the actions, objectives, and pronouncements of
governments on particular matters, the steps they take (or
fail to take) to impelement them, and the explanations they
give for what happens (or does not happen).

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari pelbagai definisi
kebijakan publik di atas? Satu yang pasti, tidak ada definisi baku
mengenai kebijakan publik. Tetapi setidaknya, dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama.
Pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki
maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi
mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan
publik dibuat oleh pihak berwenang. Ketiga, kebijakan publik pada
dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan
yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan ‘apa yang
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sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah’ dan bukan ‘apa yang
hendak dikerjakan oleh pemerintah.” Kelima, kebijakan publik bisa
bersifat popular (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan
kepada rakyat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat tidak-popular
(pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Untuk
yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu
masalah (a deliberately pusposive action); sedangkan yang negatif;

kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan
suatu tindakan atau mengerjakan apapun (a deliberately pusposive |
decision not to take action). Ketujuh, kebijakan didasarkan atas aturan

hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

TIPOLOGI DAN SIFAT KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian sebelum ini telah menjelaskan mengenai kebijakan publik
secara luas, sedangkan bagian ini akan mengurai tentang tipologi dan
sifat kebijakan publik. Mengapa tipologi kebijakan penting dibahas
dalam buku ini? Alasannya sederhana: banyak tipe kebijakan yang

diformulasi oleh pemerintah mulai dari kebijakan distribusi hasil
pertanian, kebijakan pembuatan jalan tol, kebijakan pelarangan |
merokok, kebijakan perizinan pembentukan partai lokal dan lainnya, *

yang apabila dikategorikan semua kebijakan tersebut mempunyai
kategori yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami tipe-tipe
kebijakan, maka bab ini memfokuskan uraiannya pada penjelasan
mengenai tipologi kebijakan. Sedangkan sifat kebijakan dipelajari
oleh civitas kebijakan untuk memahami bagaimana proses kebijakan
terjadi. Merujuk pada tajuk subbab ini, maka bagian awal akan
menjelaskan mengenai tipologi kebijakan publik yang selanjutnya
diteruskan dengan menguraikan sifat-sifat kebijakan publik.

Secara teoretik setidaknya ada lima tipe kebijakan publik,
yaitu (i) kebijakan substansial dan kebijakan procedural (subtance
(substantive) and procedural policies), (ii) kebijakan liberal dan
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kebijakan konservatif (liberal and comservative policies); (iii)
kebijakan distibutif, kebijakan redistributif, kebijakan regulator, dan
kebijakan self regulatory; (iv) kebijakan material dan kebijakan
simbolis (material and symbolic policies); dan (v) kebijakan collective
goods dan kebijakan private goods.

Tipe pertama, subtance (substantive) and procedural policies
(Anderson 1990). Kebijakan substantif menitikberatkan pada
kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan,
pemberian subsidi kepada masyarakat kurang mampu, atau
pembangunan jalan dan irigasi, dan lain sebagainya. Atau dalam
bahasa Anderson (1990: 15) yang ditulis secara verbatim:

Subtantive policies are concerned with governmental
actions to deal with subtantive problems, such as highway
construction, environmental protection, or payment of
welfare benefits.

Dengan demikian, kebijakan substanstif pada dasarnya
memberi tekanan pada subject matter dari apa yang dibutuhkan oleh
warga. Sebagai contoh, pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada
warga negara Indonesia pada era Presiden Joko Widodo (kerap disebut
dengan panggilan Jokowi) adalah salah satu bentuk kebijakan
subtantif. Sementara itu, kebijakan prosedural meliputi siapa yang
akan melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan.
Tulis Anderson (1990: 15): “Procedural policies, ..., are those that
relate to how something is going to be done or who is going to take
action.” Jadi, secara sederhana, yang membedakan antara kebijakan
substantif dengan kebijakan prosedural adalah dengan melihat konten
kebijakan itu sendiri. Apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya
untuk mengentaskan suatu masalah yang sedang dialami oleh
masyarakat, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut adalah
kebijakan  suabtantif. Manakala konten kebijakan hanya
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menyampaikan siapa yang harus mengerjakan atau melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan, maka ia termasuk dalam kategori
kebijakan prosedural.

Tipe kedua, liberal and conservative policies. Menurut Lowi
(1969: 15), “ ... liberal policies are those in which the government is
used extensively to bring about social change, ussualy in the direction
of ensuring greater levels of social equality.”

Dalam bahasa lain, kebijakan liberal menumpukan perhatian

pada pelibatan pemerintah yang besar dalam rangka melakukan

perubahan yang mendasar yang dirasakan warga masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan konservatif lebih mengarah pada keputusan-
keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mempertahankan
kondisi yang sedang berlangsung pada suatu masa. Jadi secara
sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan liberal adalah kebijakan-
kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-
perubahan mendasar untuk mengoreksi kelemahan yang ada dalam
masyarakat. Dan, kebijakan konservatif lebih mempertahankan aturan
sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan sehingga perubahan
sosial dirasa tidak perlu (mempertahankan status-quo). Namun,
apabila dirasa perlu ada perubahan-perubahan tersebut, maka hal itu
harus dilakukan secara perlahan dan gradual serta mesti berjalan
secara alamiah.

Tipe ketiga, kebijakan distributif, redistributif, regulatori, dan
self-regulatory yang didasarkan pada dampak sosial dan hubungannya
dengan pembuatan kebijakan. Kebijakan distributif merupakan
langkah pemerintah untuk menyebarkan (atau mendistribusikan)
pelayanan kepada individu, kelompok, dan komunitas tertentu, seperti
beras untuk rakyat miskin, kartu sehat, bantuan dana secara langsung
dan lainnya. Kebijakan redistributif adalah usaha hati-hati yang
dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari
kekayaan, pendapatan, atau hak kelompok rakyat tertentu kepada
kelompok rakyat lainnya. Mengutip Lester & Stewart Jr. (2000: 8): «...
redistributive benefits from the “haves” to the “have-nots.”
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Misalnya, pengalihan subsidi bagi masyarakat kelas menengah kepada
masyarakat kelas bawah; ini bisa dilihat dari pengalihan (redistribusi)
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Di negara-negara yang
berpaham liberal, kebijakan redistributif menjadi perdebatan keras
antara kelompok liberal (yang pro) dan kelompok konservatif (yang
kontra), dan berkecenderungan menjadi perdebatan yang
berkepanjangan karena terkait dengan pajak pendapatan atau
kekuasaan. Biasanya, mereka yang memiliki uang atau kekuasaan
jarang yang mau memberikannya pada pihak lain. Inilah yang menjadi
sebab mengapa perdebatan menjadi sengit dan berkepanjangan.

Kebijakan regulatori adalah kebijakan tentang penggunaan
pembatasan atau larangan atas perbuatan atau tindakan bagi orang atau
kelompok tertentu. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangai
kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki atau
berbuat sesuatu. Contohnya, pembatasan penjualan obat-obat jenis
tertentu, larangan untuk menjual senjata api secara bebas, larangan
untuk membuang limbah di tempat-tempat umum, dan lainnya.

Sementara itu, kebijakan self-regulatory adalah kebijakan
yang berupaya untuk mengawasi atau membatasi beberapa bahan atau
produk tertentu. Kebijakan self regulatory biasanya dibuat untuk
melindungi atau menawarkan kepentingan terhadap kelompok
tertentu. Sebuah contoh, pemberian sertifikat atau lisensi profesional
kepada kelompok profesi tertentu, Harga Eceran Tertinggi (HET)
untuk produk tertentu, dan lainnya merupakan sedikit dari banyak
kebijakan yang bernuansa self-regulatory.

Tipe keempat, material and symbolic policies. Kebijakan
material menurut Anderson (1990: 15): “... either provide concrete
resources or subtantive power to their beneficiaries or impose real
disadvantages on those adversely affected” (bdk. Lester & Stewart Jr.
2000: 9). Dalam arti kata lain, kebijakan material adalah kebijakan
yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi mereka
yang berhak menerimanya seperti subsidi rumah bagi buruh, traktor
bagi petani, kapal tempel bagi nelayan, dan lainnya. Sedangkan,
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kebijakan simbolis, lebih bersifat penghormatan terhadap nilai-nilai
tertentu daripada pemberian dalam bentuk nyata. Misalnya kebijakan

pemerintah dalam menentukan hari libur nasional pada tanggal
tertentu, pemberian gelar kepahlawanan, pemberian izin untuk
menentukan bendera sendiri seperti yang terjadi di Nanggro Acheh
Darussalam, dan banyak lagi. Dalam konteks material and symbolic
policies harus dipahami bahwa sebagian besar kebijakan yang
diformulasi oleh pemerintah tidak semuanya bersifat material. Malah
terkadang kebijakan material justru didahului oleh kebijakan simbolis.

Misalnya, kebijakan perumahan rakyat yang merupakan kebijakan l

material diformulasi oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan
integrasi bangsa (kebijakan yang bersifat simbolis). Oleh karena itu,
kebijakan material atau simbolis harus dilihat sebagai satu rangkaian
kesatuan.

Tipe kelima, kebijakan publik dapat juga dimasukkan ke
dalam ketetapan yang merupakan barang kolektif (collective goods)
atau barang privat (private goods). Barang kolektif adalah kebijakan
yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan-
pelayanan bagi orang banyak, dan biasanya barang tersebut tidak
dapat disediakan oleh lembaga privat karena cakupannya yang teramat
luas. Sebuah contoh klasik dalam kebijakan ini adalah ‘Pertahanan dan
Keamanan.” Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memberikan rasa
aman dalam—banyak perspektif—bagi seluruh warga selain
mewujudkan lembaga pertahanan dan keamanan di dalam negara.
‘Pertahanan dan Kemanan’ nasional juga bukan hanya memberikan
rasa aman kepada beberapa warga negara, tetapi juga terhadap warga
negara asing. Satu yang pasti dari ‘Pertahanan dan Keamanan’ adalah
hal ini tidak mungkin dan tidak boleh disediakan oleh lembaga privat.
Oleh Sebab itu, ‘Pertahanan dan Keamanan’ harus disediakan oleh
pemerintah. Sementara itu, kebijakan ‘barang privat’ adalah kebijakan
yang dapat dibagi kepada aktir tertentu di mana penggunananya dapat
dikenai biaya. Misalnya seperti keterlibatan aktor tertentu dalam
membuat rumahsakit dalam rangka memberikan layanan kesehatan
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pada publik. Dalam hal pendidikan, non-state actor pun boleh terlibat
dalam penyelenggaraan pendidikan dengan cara mendirikan lembaga-
lembaga pendidikan swasta dalam rangka menyelenggarakan
pendidikan.

Selain tipe kebijakan, ada pula yang disebut dengan ‘Sifat-
sifat Kebijakan Publik.’ Sifat-sifat kebijakan terdiri dari (1)
permintaan kebijakan atau policy demands, (ii) keputusan kebijakan
atau policy decisions, (iii) pernyataan kebijakan atau policy
statements, (iv) hasil kebijakan atau policy outputs, dan (v) impak
kebijakan (policy outcomes) (Anderson 1990: 4-5). Pertama, policy
demands atau permintaan kebijakan merupakan permintaan, tuntutan,
atau kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat secara pribadi atau
kelompok (public problems) kepada pemerintah melalui saluran-
saluran yang tersedia karena adanya masalah yang mereka rasakan.
Permintaan kebijakan dapat berupa tekanan dan tuntutan kepada
pemerintah, di mana pemerintah diharapkan melakukan sesuatu dalam
bentuk usulan kebijakan (agar menjadi agenda setting) dalam rangka
menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks policy demands,
tuntutan, tekanan, atau desakan publik kepada pemerintah untuk
menyelesaikan suatu masalah merupakan hal utama dalam permintaan
kebijakan untuk dipertimbangkan dalam mempelajari proses
formulasi kebijakan publik.

Kedua, policy decisions adalah keputusan terbaik yang dipilih
dan diambil oleh aktor-aktor kebijakan (lihat Bab II) dari beberapa
alternatif kebijakan yang telah dikaji secara mendalam untuk
menyelesaikan suatu masalah. Anderson (1990: 4) secara spesifik
menulis, “Policy decision are decision made by public officials that
authorize or give direction and content to public policy actions.”
Keputusan kebijakan menjadi bagian terberat dalam proses formulasi
kebijakan karena sebelum keputusan akhir diambil dan ditetapkan
kerap terjadi tarik-menarik kepentingan di dalamnya (perbincangan
mengenai hal ini dielaborasi secara mendalam pada Bab IV). Kasus
penentuan pemilihan kepala daerah secara langsung (oleh rakyat) atau
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tidak (oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) merupakan
contoh terbaik bagaimana policy decision merupakan pilihan sulit
karena selalu melibatkan pertentangan kepentingan.

Ketiga, policy statements atau pernyataan kebijakan, adalah
artikulasi formal dari keputusan politik yang telah ditetapkan oleh
pemerintah seperti dekrit presiden, keputusan lembaga peradilan,
ketetapan kepala daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa

scholars seperti deLeon (1988), Howlett & Ramesh (1995), Smith &
Larimer (2009), dan Peter John (2011) menyatakan bahwa policy |
statements juga termasuk pidato yang dibacakan oleh pejabat publik ‘

untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah serta apa yang
akan dikerjakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.

Keempat, policy output adalah hasil akhir dari proses
formulasi kebijakan di mana pemerintah diarahkan untuk
mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengerjakan apa yang
harus mereka kerjakan seperti termaktub dalam kebijakan. Beberapa
contoh dari policy output adalah: arahan kepada Satuan Pamong Praja
(Satpol PP) untuk membenahi pedagang kaki lima (PKL),
pembangunan irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dan masih
banyak lagi lainnya.

Terakhir, kelima, policy outcomes adalah impak yang
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun tidak
semua policy output kongruen dengan policy outcomes. Misalnya,
pemerintah berusaha menyelesaikan masalah transportasi warga
dengan cara membangun industri kendaraan bermotor (atau membuka
jalur impor), menambah panjang jalan, dan sebagainya. Di satu sisi,
masalah transportasi dapat diselesaikan, tetapi di sisi lain, kadang
tidak sejalan dengan policy outcomes karena impak yang dirasakan
oleh masyarakat seperti kemacetan dan pajak yang meningkat (dalam
rangka menambah panjang dan luas jalan) justru terjadi. Inilah yang
dimaksud mengapa policy output kadang tidak kongruen dengan
policy outcomes.[]
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BAB 2
AKTOR-AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK

Jika pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai kebijakan publik
secara utuh mulai dari pertimbangan mempelajari kebijakan publik,
definisi kebijakan publik, hingga tipologi dan sifat kebijakan publik,
maka bab ini menjelaskan mengenai siapa yang terlibat dalam proses
kebijakan?  Pembahasan mengenai siapa yang terlibat dalam
perumusan kebijakan, termasuk penggagas usulan kebijakan, memang
tidak mudah dideskripsikan karena banyak aktor yang terlibat di
dalamnya. Selain itu, kebijakan publik bersinggungan dengan banyak
fenomena, baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dan tak luput dari
kepentingan yang bersentuhan dengannya. Misalnya, siapa yang harus
menyelesaikan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ‘tumpah’ ke
jalan? Siapa aktor yang harus terlibat dalam merumuskan kebijakan
untuk menyelesaikan problem busung lapar? Siapakah yang harus
turut serta dalam menyelesaikan konflik keagamaan atau konflik
etnik?  Atau, stakeholders mana saja yang ikut aktif dalam
memformulasi kebijakan peningkatan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) di daerah?

Beberapa pertanyaan singkat di atas, pastinya akan
bersinggungan dengan banyak aktor (state actor dan non-state actor
atau elected officials dan appointed officials), ataupun institusi
lainnya. Kendati begitu, secara umum ada bebebrapa aktor dan
institusi yang terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan. Dan
para perumus kebijakan ini kemudian diistilahkan dengan nama
‘Aktor-aktor Kebijakan’ (bdk. Anderson 1990; Howlett & Ramesh
1995; Howlett 2011; John 2011; Fischer et al. 2015). Aktor-aktcr
kebijakan publik yang dimaksud dalam buku ini terkategori ke dalam
dua kutub besar, pertama, aktor yang terlibat langsung dalam proses
formulasi kebijakan; dan kedua, aktor yang tidak terlibat proses
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formulasi kebijakan (tetapi ikut serta dalam memberikan masukan dan

turut mempengaruhi konten kebijakan publik). Sementara menurut
beberapa scholars aktor kebijakan terdiri dari the official policy
makers dan unofficial participants (Anderson 1990: Bab 2), elected

officials dan appointed officials (Howlett & Ramesh 1995: Bab 3),
excecutive staff dan non-governmental sector (Howlett 2011: Bab 3), -

dan banyak lagi. Karena itu, aktor-aktor kebijakan yang dimaksud
dalam bab ini adalah aktor yang berinteraksi, bersinggungan, dan

berkontribusi secara langsung dalam proses kebijakan, baik the |

official policy makers, unofficial participants, elected officials,
maupun appointed officials.

AKTOR NEGARA

Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai

wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga

menetapkan sebuah kebijakan. Walau dalam kenyataannya, beberapa
orang yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan selalu
tidak dapat melepas diri dari kendali orang lain, seperti pimpinan
partai politik, kelompok penekan, ataupun investor politik (terutama
dalam konteks Pilkada). Merujuk pada kehidupan nyata, aktor
pembuat kebijakan adalah: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (bdk.
Anderson 1990: 35; Howlett & Ramesh 1995: 53; Lester & Stewart
Jr. 2000: 88; Howlett 2011: 34). Aktor-aktor kebijakan ini mempunyai
tugas yang berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang
dihasilkannya pun berbeda mengikut pada lembaga atu institusi
masing-masing.

Sangat penting bagi kita yang mempelajari kebijakan publik
untuk dapat membedakan antara pembuat kebijakan primer dan
pembuat kebijakan sekunder (pendukung atau pelengkap). Pembuat
kebijakan primer adalah aktor-aktor yang mempunyai kewenangan
konstitusional secara langsung untuk memformulasi atau membuat
kebjakan. Mereka adalah anggota parlemen (legislatif) yang secara
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teoretik mempunyai peran untuk itu. Walau begitu, bukan berart.i aktor
dan lembaga lain tidak dapat membuat kebijakan. Eksekutif dan
cabangnya di daerah juga dapat memformulasi kebijakan; sama halnya
dengan para hakim yang dapat membuat kebijakan menglkat pada
konteks peradilan. Semua aktor ini adalah aktor-aktor penting dalam
membuat kebijakan yang mengikat, meski dalam skala yang berbeda-
beda. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan aktor-aktor negara
yang dapat memformulasi kebijakan, mercka adalah legislatif,

eksekutif, dan yudikatif.

A. Lembaga Legislatif

Jika seseorang bertanya kepada kita, “Apa peran utama dari anggota
legislatif?” maka jawaban yang selalu keluar dari bibir kita‘ adalah
membuat legislasi (produk hukum berupa kebijakan). Hal ini bukan
berarti bahwa anggota legislatif hanya membuat berperan
memformulasi kebijakan saja. Tetapi, itulah fungsi utama dan sentral
dari lembaga legislatif dalam suatu sistem politik. Seperti argumen
Anderson (1990: 35), “..., that they concerned with the central
political task of lawmaking and policy formation in a political
system.” Ini artinya, lembaga legislatif mempunyaiu tugas utama
membuat atau memformulasi kebijakan.

Di Amerika Serikat (AS) (melalui Panitia Kerja (standing
commitee)), yang bersistem presidensial, parlemen mempunyai tugaps
untuk membuat, menerima usulan, ataupun menganulir (terminasi)
suatu kebijakan. Terkait dengan usulan kebijakan, parlemen terkadang
meminta usulan dan masukan dari eksekutif tentang kebijakan yang
hendak diformulasi. Kebijakan pajak, hak-hak sipil (civil liberties dan
political rights), kesejahteraan warga, hingga hubungap buruh-
pengusaha merupakan bagian penting yang selalu diperhatikan oleh
parlemen di AS, dan selalu menunggu masukan atau usulan dari
eksekutif. Malah, di bidang kebijakan luar negeri (foreign affairs)
misalnya, Parlemen AS kerap tunduk kepada usulan eksekutif
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daripada mendengar pendapat dari publik. Contoh konkrit mengenai
hal ini terjadi pada saat AS hendak melakukan invasi ke Irak pada |

tahun 2003 (pasca-serangan World Trade Center 11 September

(9/11)). Parlemen tanpa mendengar suara publik langsung °

mengizinkan agresi tersebut karena mendapat ‘bukti-bukti kuat’ dari
Presiden George Bush Sr. mengenai senjata pemusnah massal yang
diproduksi oleh Irak.

Berbeda dengan AS, di Inggris (yang bersistem parlementer),
parlemen hanya akan menyetujui usulan kebijakan yang berasal dari

partai politik atau kelompok kepentingan saja. Usulan kebijakan yang -

berasal dari partai politik atau kelompok kepentingan kemudian akan
dirumuskan dan disusun oleh staf di parlemen yang dikendalikan oleh
Kantor Perdana Menteri maupun Kantor Kabinet. Manakala di Rusia,
legislatifnya kerap melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas
keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam partai komunis.
Model ini banyak digunakan oleh parlemen di Amerika Latin yang
mana dominasi eksekutifnya jauh lebih kuat (executive heavy)
sehingga mereka hanya sedikit bertindak (memainkan perannya
sebagai lembaga pembuat legislasi).!

Sedangkan di negara-negara berkembang, tugas legislatif
sangat bervariasi, mulai dari parlemen sebagai lembaga utama
pembuat kebijakan sampai parlemen yang hanya menjadi alat
eksekutif (rubber-stamp).

Untuk sistem politik executive heavy, para scholars merasa mempalajari proses
pembuatan kebijakan di negara-negara yang dimaksud hanya membuang-buang
waktu saja. Ini karena meskipun parlemen ada (dan mempunyai tugas utama membuat
kebijakan), tetapi perannya bukan untuk memformulasi kebijakan melainkan
menyetujui usulan pimpinan ekskutif. Dalam konteks ini, parlemen berperan sebagai
lembaga rubber-stamp semata karena hanya melegalkan kenginan dan kehendak
presiden. Indonesia pun pernah mengalami masa seperti ini terutama pada era Orde
Baru di mana presiden lebih berkuasa dalam memformulasi kebijakan dari pada
legislatif.
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B. Lembaga Eksekutif

Banyak analis yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam
sebuah era yang disebut dengan ‘excecutive-center era,” di mana
efektifitas pemerintah secara substansial sangat tergantung pada
pemimpin eksekutif saja, baik dalam proses formulasi maupun dalam
implementasi kebijakannya. Sebagai contoh, bagaimana Presiden
Amerika Serikat dapat menentukan arah kebijakan negara AS dalam
melakukan invasi Irak pada tahun 2003. Demikian pula halnya dengan
agresi Rusia ke Ukraina akibat desakan Vladimir Putin pada tahun
2014. Peran sentral pimpinan esekutif dalam ranah legislatifjelas tidak
dapat dipungkiri dan hal ini kadang diterima sebagai suatu
keniscayaan. Dan memang dalam Konstitusi AS dibuka peluang yang
besar bagi presiden untuk turut merumuskan dan membuat kebijakan-
kebijakan penting.

Kekuasaan eksekutif AS dalam memformulasi kebijakan
terungkap di pelbagai kepustakaan yang salah satunya ditulis oleh
Shugart & Carey (1992). Menurut mereka, presiden mempunyai
kekuasaan legislasi yang melekat dalam dirinya (lihat Tabel 2.1 di
bawah) sehingga memiliki peran yang juga sentral dalam menentukan
kebijakan-kebijakan publik. Sebagai contoh, Presiden dan Komisi
Penasehat Kantor Eksekutif menjadi sumber utama yang mempunyai
hak inisiatif untuk mengembangkan usulan-usulan kebijakan yang
bersifat strategis dan penting. Bahkan, anggota parlemen (Kongres
dan Senat) kerap mengharapkan presiden dan jajaran eksekutif lainnya
untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada parlemen sebagai
pertimbangan-pertimbangan bagi mereka untuk memutuskan
kebijakan. Lebih jauh, Parlemen AS juga sering mengharapkan
presiden dan jajaran eksekutif untuk menyediakan draf RUU guna
‘memperkaya’ beberapa usulan undang-undang yang hendak
parlemen undangkan seperti pemerintah diminta untuk memberikan
rekomendasi atas kebijakan pendidikan, pertanian, kesehatan, hukum,
perdagangan luar negeri, dan bidang lainnya.
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Tabel 2.1 Kekuasaan Legislasi Presiden AS

Veto/Pembatalan Keseluruhan

Veto/Pembatalan Sebagian

— Veto tanpa pembatalan

— Veto dengan pembatalan,
mensyaratkan mayoritas lebih
dari 2/3 (kuorum)

— Veto dengan pembatalan,
mensyaratkan 2/3

—Veto dengan pembatalan,
mensyaratkan mayoritas mutlak
majelis atau mayoritas luar-biasa
kurang dari 2/3

—Tidak ada veto; atau veto yang
hanya mensyaratkan pembatalan
mayoritas biasa

— Tidak ada pembatalan
— Pembatalan oleh mayoritas luar-
biasa

— Pembatalan oleh mayoritas
mutlak keseluruhan anggota

— Pembatalan oleh mayoritas
biasa alam kuorum

— Tida ada veto sebagian

dengan beberapa pembatasan
— Tanpa kekuasaan dekrit; atau

sebatas kewenangan yang

dilimpahkan oleh majelis

 Dekrit Pemberlakuan Legisiasi Khusus

— Kekuasaan khusus, tanpa — Tidak ada amandemen oleh
pembatalaan majelis

— Presiden memiliki kewenangan |— Amandemen terbatas  oleh
dekrit yang sifatnya sementara majelis

— Amandemen tidak terbatas oleh
majelis
— Tidak ada kekuasaan khusus

tetapi tidak menaikkan jumlah
dalam pos-pos anggaran

— Presiden menetapkan batasan
tertinggi total belanja yang boleh
diubah oleh majelis

— Majelis baru boleh menaikkan

 Kekuasaan Anggaran Usulan Referendum
— Presiden menyiapkan anggaran, | — Tidak terbatas
tanpa boleh diubah
— Majelis hanya boleh mengurahgi, — Terbatas

— Presiden tidak punya
kewenangan untuk mengusulkan
referendum

pengeluaran jika dinggap bisa|.
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mendatangkan pendapatan baru

— Kewenangan  tidak terbatas
majelis untuk menyiapkan atau
mengubah anggaran

Sumber: Shugart & Carey (1992: 150)

Di AS pula, presiden mempunyai kuasa atas undang-undang
perdagangan luar negeri (Foreign-Trade Legislation) yang
memberikan kebebasan kepada presiden untuk memutuskan kenaikan
atau pengurangan tarif barang-barang impor. Selain itu, Undang-
undang Stabilisasi Ekonomi (The Economic Stabilization Act) pada
prinsipnya memberikan kebebasan kepada presiden; jika presiden
menghendaki, untuk melakukan kontrol harga dan upah dalam rangka
memerangi inflasi, maka dia dapat mengambil keputusna tanpa harus
persetujuan parlemen terlebih dahulu. Hal ini juga terjadi di bidang
kemiliteran dan luar negeri. Presiden AS mempunyai kuasa
konstitusional yang lebih besar bila dibandingkan dengan kuasanya
atas kebijakan dalam negeri. Kebijakan luar negeri AS sebagian besar
merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh presiden, bukan
parlemen. Kebijakan dalam hal Perang Korea pada tahun 1950-1953,
Republik Dominika pada tahun 1965, Vietnam pada tahun 1964-1973,
Libanon pada tahun 1982-1983, Granada pada tahun 1983, Libya pada
tahun 1986, Panama pada tahun 1989, Irak pada di tahun 1991 dan
2003, Kosovo pada tahun 1991, Afganistan pada tahun 2001, dan
lainnya, menunjukkan kuasa presiden atas Kongres (Andreas 2004:
12-36). Malahan, kebijakan luar negeri sebagian besar merupakan
wewenang eksekutif.

Di negara-negara berkembang seperti Thailand, Rwanda,
Ghana, dan Indonesia (pada era Orde Lama dan Orde Baru) lembaga
eksekutif selalu lebih berpengaruh dalam pembuatan kebijakan
daripada lembaga legislatif yang sejatinya memiliki kewenangan
untuk membuat kebijakan. Yehezkel (1968: 118) menulis:
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informasi secara detail mengenai fenonema yang terjadi — akar
masalah, masalah eksisting, alternatif kebijakan yang akan
diambil, hingga setting tertentu yang mungkin akan terjadi
apabila dilakukan intervensi kebijakan.

5. Menganalisis dan menginterpretasi atau memaknai data.

6. Menyusun narasi.
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Kebijakan Publik

BUku Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)
yang terbit pada tahun 2016 adalah buku yang akan
terus berkembang. Evolusi pertama dari buku tersebut
hadir sebagai jidWaodn agifids oanyidiknyc
perbincangan yang fidak dapat dijawab oleh buku
tersebut. Karena itulah, pada buku kali ini, Penulis
menambahkan dua bahasan - yang tertuang pada
Bab 6 dan Bab 9. Pada Bab 6, Penulis membahas
policy-network sebagaibagian penting dalam policy-
making process. Manakala Bab 9, membahas serba
sedikit fentang "“Metode Penelitian Kebijakan."”

Metode Penelitian yang dimaksud dalam buku ini
menumpukan perhatian pada metode penelifian
berpendekatan kudlitafif — belum mengarach pada
pendekatan kuantitatif maupun mix-methods. Oleh
sebab itu, buku yang berada di tangan Dewan
Pembaca ini terdiri dari 9 bab, yang membahas
pokok-pokok penting kebijakan publik secara
mendasar. Bab-bab tersebut membincangkan hal-
hal: (1) Konsep Dasar Kebijakan Publik, (2) Aktor-aktor
Kebijakan, (3) Pendekatan dalam kebijakan Publik, (4)
Agenda-Sefting dalam Perumusan Masalah, (5)
Formulasi Kebijakan, (6) Policy Networking sebagai
Policy-Making Process, (7) Implementasi Kebijakan, (8)
Evaluasi Kebijakan, serta (?) Metode Penelitian
Kebijakan.
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